
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 
NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPIRAl'f DAN Al'fGGOTA DEWAN PERWAKILAl'f RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a . bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 
7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 2730): 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 ten tang 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 
Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan 
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6176); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157}; 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067}; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781}; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4}; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

dan 

Menetapkan 

BUPATI MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO. 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 26, di antara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 

3 (tiga) ayat, yakni Ayat (3a), Ayat (3b), dan Ayat (3c), dan di 
antara Ayat (4) dan Ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni Ayat 
(4a), Ayat (4b), dan Ayat (4c) sehingga Pasal 26 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 26 
(1) Besaran tunjungan perumahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 
berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus 
sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang 
berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, 
gas, dan telepon. 

(3a) Penentuan standar satuan harga sewa rumah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai 
Independen paling cepat 2 (dua) tahun sekali dengan 
ketentuan lokasi rumah di sekitar rumah dinas Bupati. 
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(3b) Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3a), dalam melakukan penilaian standar satuan harga 
sewa rumah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3c) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dibayarkan dengan prinsip berjenjang 
berdasarkan hasil Apprai.sal. 

(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus 
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang 
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya 
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. 

(4a) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD, sesuai 
dengan harga standar sewa kendaraan yang berlaku di 
daerah. 

(4b) Penentuan besaran tunjangan transportasi bagi Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan 
oleh Tim Penilai Independen sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4c) Bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas, dengan 
ketentuan untuk Ketua DPRD setara dengan kendaraan 
dinas Bupati dan untuk Wakil Ketua DPRD setara dengan 
kendaraan dinas Wakil Bupati, sehingga Pimpinan DPRD 
tidak mendapat tunjangan transportasi. 

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran 
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 29 
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah 
ini ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal II 
Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal ~& o'd.o~r .:i..o't\ 

Ditetapkan di Mojokerto 
Pada tanggal 28 Oktober 2021 

BUPATI MOJOKERTO, 

IKFINA FAHMAWATI 

N MOJOKERTO, 

RAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHON 2021 NOMOR /:2.. 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 
PROVINSI JAWA TIMUR 209-12/2021 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 
NOMOR \'l-TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MOJOKERTO 

I. UMUM 
Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan mengenai 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan perubahan 
terhadap Peraturan Daerah Ka bu paten Mojokerto Nomor 7 Tahun 201 7 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto. Secara yuridis, perlunya 
perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 ini disebabkan munculnya 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik yang mecabut dan 
mengganti dengan yang baru, maupun yang merubah sebagian dari ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan lama, terutama yang mengatur 
tentang pengelolaan keuangan daerah maupun yang mengatur DPRD, 
sehingga pertu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi vertical conflict of 
nonn, yakni pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Undang Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri. 
Peraturan Perundangu-ndangan yang dimaksud adalah Peraturar Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambalan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahhun 
2019 tentarg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 Tentang 
Standar Harga Satuan Regional. Perubahan terhadap suatu peraturan 
perundang-undangan dapat ditakukan dengan cara perubahan noma yang 
terdapat dalam pasal dan/ atau ayat tertentu, penghapusan beberapa 
ketentuan, dan/ atau penambahan atau penyisipan bab, pasal, a tau ayat 
baru. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3a) 
Yang dimaksud dengan Penilai Pemerintah adalah Penilai 
Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah daerah. 
Yang dimaksud Penilai Pu blik adalah Penilai selain Penilai 
Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan 
menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh 
Pemerintah. 
Yang dimaksud dengan penentuan standar satuan harga 
sewa rumah adalah penentuan standar satuan harga sewa 
rumah oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

Ayat (3b) 
Cukup jelas. 

Ayat (3c) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (4a) 
Yang dimaksud dengan sesuai dengan harga standar sewa 
kendaraan yang berlaku di daerah adalah harga standar 
sewa kendaraan yang setara dengan jenis kendaraan dinas 
Sekretaris Daerah. 

Ayat (4b) 
Cukup jelas. 

Ayat (4c) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi dibayarkan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD adalah besaran yang ditentukan berdasarkan 
hasil penilaian Penilai Pemerintah atauPenilai Publik. 

Ayat (6) 

Angka 2 
Pasal 29 

Pasal II 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 8 


